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PUTUSAN
Nomor 621/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan
tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALVIN SESAR ARDHANA ALIAS ALVIN ALIAS
GOPEK BIN SYAF IRWANDI;

2. Tempat lahir : Rengat;

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 Juli 1997;

4. Jenis kelamin . Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal . JI. Jendral Sudirman RT.001 RW.001 Desa Sekar

Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten
Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan . Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6

Februari 2024 dan diperpanjang dari tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan

tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penetpan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29
Februari 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024
sampai dengan tanggal 9 April 2024;

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26
Mei 2024;

5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25)
sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
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6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober
2024;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 23
September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
10.Perpanjang Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 23
Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
Atau
KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor
621/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Membaca  Surat Panitera  Pengadilan Tinggi Riau  Nomor
621/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/PID.SUS/2024/PT
PBR tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
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Membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri
Rengat Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 18 September 2024 dan
surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Indragiri Hulu Nomor Reg. Perk : PDM-34/Enz.2/Rengat/05/2024, tanggal 15
Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Sesar Ardhana alias Alvin alias Gopek
bin Syaf Irwandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I”. melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat
(1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvin Sesar Ardhana alias
Alvin alias Gopek bin Syaf Irwandi, dengan pidana penjara selama 6
(enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan
Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan
ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut
maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
pengganti pidana denda,;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

v 1,5 (satu setengah) Butir Pil Ekstasi Warna Kuning Berlogo
Firaun,

v 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Muda,

v 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Silver
Tanpa No. Pol,

v Uang Tunai Senilai Rp1.384.000,00 (satu juta tiga ratus

delapan puluh empat ribu rupiah);.
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Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rico Candra Alias
Rico Bin (Alm) Elierman.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor
159/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 18 September 2024 yang amar putusannya
sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvin Sesar Ardhana alias alvin alias Gopek
bin Syaf Irwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan
hukum menjual Narkotika Golongan |” sebagaimana dalam dakwaan
kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan
pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1,5 (satu setengah) butir pil ekstasi warna kuning berlogo Firaun,

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru muda,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver tanpa No.

Pol,

- Uang Tunai Senilai Rp1.384.000,00 (satu juta tiga ratus delapan

puluh empat ribu rupiah);
dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rico Candra alias
Rico bin (alm) Elierman;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5 .000,00 (lima ribu rupiah);
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Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa  Nomor 159/Akta
Pid./2024/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang
menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat
Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal
24 September 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 159/Akta
Pid./2024/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang
menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat
Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal
24 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat Nomor
159/Pid.Sus/2024/PN Rgt, tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut
Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan permintaan
banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada
mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan dari
Terdakwa dan Penuntut Umum dalam mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor
159/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 18 September 2024 yang dimintakan
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banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi dari
team Sat Res Narkoba Polres Inhu pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2024
jam 02.00 Wib di Lingkungan Kedondong RT 004 RW 001 di Café Tarigan di
SP.3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rico Candra
(penuntutan terpisah), dan setelah dilakukan Penggeledahan badan, pada
Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo warna
biru muda dan uang Rp 1.384.000,00 (satu juta riga ratus delapan puluh
empat rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan pada saksi saksi Rico
Candra ditemukan 1 (satu ) unit HP merk Oppo warna hijau kombinasi ungu
dan uang tunai senilai Rp 739.000,00 ( tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu
rupiah) yang diakuinya adalah miliknya untuk berkomunikasi dan uang hasil
penjualan Narkotika jenis pil ekstasi, selanjutnya dilakukan penggeledahan
didalam Café Tarigan dan ditemukan 1.5 (satu koma lima) butir pil ekstasi
warna kuning berlogo Firaun, yang diakui oleh Terdakwa dan saksi Rico
Candra adalah miliknya, bahwa Terdakwa dan saksi Rico mengakui bahwa Pil
Ekstasi tersebut adalah didapat dari saksi Adiat Noviswanto alias lwan Bin
(alm) Edison (penuntutan terpisah) dengan cara dibeli dengan harga Rp
3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03
Februari 2024 atas suruhan dari saksi Rico Candra dan Terdakwa Alvin Sesar
Ardhana yang menjemput kerumah saksi Adiat Noviswanto alias Iwan Bin
(alm) Edison, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk
menjual Narkoba jenis sabu tesebut, sehingga dengan demikian berdasarkan
fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat
menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang
menyatakan bahwa Terdakwa Alvin Sesar Ardhana Alias Alvin Alias Gopek
Bin Syaf Iswandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan
melawan hukum menjual Narkotika Golongan | dalam bentuk bukan tanaman”,
sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu
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pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan
dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam
memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,
menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan
berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan
Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di
atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN
Rgt tanggal 18 September 2024 haruslah dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan
penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang
telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada
alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum
tersebut;
- Menguatkan Putusan  Pengadilan  Negeri Rengat Nomor
159/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 18 September 2024 yang dimintakan
banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
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- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh Inang
Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H.,M.H., dan Lilin
Herlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta
dibantu oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dedy Hermawan, S.H., M.H. Inang Kasmawati, S.H.

Lilin Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H.
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